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ABSTRACT 

This study examines the analysis of regional property transfer reports in the form 

of fixed assets at the Tegal Regency Education and Culture Office. The purpose of 

this study was to determine the suitability of the fixed asset management process 

with the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 47 of 

2021 seen from the fixed asset management cycle implemented by the Tegal 

Regency Education and Culture Office, so as to produce a good and correct 

administration system. This research was conducted using a descriptive method 

with data collection through interviews, observation and literature study. The 

results of this study found indications of problems that arose at the Education and 

Culture Office of Tegal Regency, namely errors in recording asset data, differences 

in the format used for asset recording, and differences in reporting on fixed asset 

budgets submitted by schools with Budget Realization Report. 

Keywords: Fixed Assets, Administration, Reporting 
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ABSTRAK 

Penelitian ini meneliti mengenai analisis laporan mutasi barang milik daerah berupa 

aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian proses penatausahaan aset tetap 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 

dilihat dari siklus pengelolaan aset tetap yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, sehingga menghasilkan sistem penatausahaan 

yang baik dan benar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menemukan indikasi masalah yang muncul di 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yaitu adanya kesalahan 

kodefikasi dalam memasukan data aset, perbedaan format yang digunakan untuk 

pencatatan aset, dan perbedaan pelaporan anggaran aset tetap yang disampaikan 

oleh sekolah dengan Laporan Realisasi Anggaran. 

Kata Kunci: Aset Tetap, Penatausahaan, Pelaporan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang MBKM 

Sistem Akuntansi Pemerintah di Indonesia telah mengalami perkembangan 

yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan perubahan sistem yang pada awalnya 

kas basis menjadi akrual basis, adapun perubahan ini terdapat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang 

sekarang digunakan untuk mengatur prosedur pengelolaan keuangan negara. 

Perkembangan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi pemerintahan 

untuk mengatur keuangan. 

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien akan meningkatkan kualitas 

dan pengaruh pada jalannya urusan pemerintahan. Pengelolaan pemerintahan yang 

baik juga mencerminkan kualitas pengelolaan dari suatu daerah yang dapat menjadi 

tolak ukur kemajuan bagi pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Dalam upaya 

untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan banyak unsur yang harus 

ditingkatkan, salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang termasuk 

didalamnya aset tetap.  

Aset menurut (Wicaksana et al., 2021) adalah potensi ekonomi bagi pemerintah 

daerah untuk menunjang fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan 

kepada masyarakat. Sedangkan menurut Mursyidi dalam (Evita Daufty Marcellya 

Makagansa, Jullie J. Sondakh, 2015) aset merupakan sumber daya ekonomi yang 

dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 
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dari manfaat ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 

(Permendagri No 47 Tahun 2021, 2021) tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa 

aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum.  Aset tetap yang diperoleh oleh instansi digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan instansi dan bukan untuk dijual kembali. Karena kekayaan 

ini mempunyai wujud, seringkali aset tetap disebut dengan aset tetap berwujud 

(tangible fixed assets). Aset tetap merupakan bagian utama dari aset pemerintah 

yang nilainya cukup signifikan dalam penyajian di neraca. 

Pengelolaan aset daerah memiliki peran yang sangat penting untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara tepat dan berdaya guna. 

Pengelolaan aset milik daerah ini menjadi salah satu sasaran yang akan diperiksa 

oleh Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Dalam pengelolaan 

aset tetap tentu tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang 

berlaku, dalam hal ini Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah. 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal merupakan sebuah 

instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan. Instansi ini mempunyai 

tugas untuk melayani kebutuhan pendidikan baik bagi sekolah maupun masyarakat 
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umum, serta fungsinya untuk merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan 

tugasnya instansi mempunyai kebijakan tersendiri mengenai alokasi sumber daya 

pendidikan. Salah satunya yaitu kebijakan terkait sarana dan prasarana pendidikan 

untuk setiap sekolah di Kabupaten Tegal. 

Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Sarana dalam pendidikan 

dapat berupa: perabot, peralatan pendidikan, buku, dll. Adapun prasarana 

merupakan fasilitas yang bersifat permanen, seperti: ruang kelas, ruang kepala 

sekolah, ruang guru, UKS, perpustakaan, dll. 

Penatauahaan aset pada setiap instansi dapat dilakukan dengan tahapan mulai 

dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan aset yang baik dapat 

memberikan manfaat bagi instansi dalam melaksanakan aktifitas operasionalnya. 

Berdasarkan hasil observasi pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten 

Tegal dalam penatausahaan aset tetap masih banyak terjadi kesalahan kodefikasi 

atau penggolongan, perbedaan format excel yang digunakan pada saat pelaporan, 

dan perbedaan laporan jumlah anggaran yang disampaikan oleh sekolah dengan 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Adanya kesalahan tersebut mengakibatkan 

terlambatnya pelaporan barang milik daerah ke pihak Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal. 

Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan permasalahan yang berkaitan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Laporan 

Mutasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan dan 
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Kebudayaan Kabupaten Tegal.” Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses penatausahaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. 

1.2 Sistematika Laporan 

Pada penulisan Laporan ini menggunakan sistem penulisan yang terbagi dalam 4 

bab yang disetiap bab terdiri dari sub – sub bab sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan secara umum gambaran magang 

yang dilakukan, permasalahan serta menjelaskan mengenai 

sistematika penyusunan laporan magang. Sub bab dari bab I adalah 

latar belakang dan sistematika laporan 

BAB II  : PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG 

Pada bab ini menjelaskan mengenai profil instansi dan 

kegiatan yang dilakukan selama proses magang berlangsung. 

BAB III : IDENTIFIKASI MASALAH 

Pada bab ini akan diuraikan permasalahan yang terjadi pada 

tempat magang. Permasalahan yang telah dipilih kemudian di 

identifikasi mengapa permasalahan tersebut sangat penting untuk 

dipecahkan. 
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BAB IV : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan teori yang digunakan untuk 

membahas masalah yang telah dipilih dan yang sesuai dengan topik 

laporan magang. 

BAB V : METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan 

dan proses analisis data. 

BAB VI : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi penjelasan kembali permasalahan yang 

dibahas secara lebih detail dan memberikan solusi terbaik mengenai 

permasalahan tersebut. 

BAB VII : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan atas analisis 

permasalahan yang telah dibahas dan rekomendasi yang diberikan. 

BAB VIII : REFLEKSI DIRI 

Pada bab ini membahas tentang manfaat adanya program 

magang terhadap pengembangan mahasiswa terlebih khusus 

softskill. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG 

2.1. Profil Organisasi 

2.1.1 Sejarah Instansi 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang sebelumnya 

adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal telah menyusun 

Rencana Strategis pada tahun 2014 – 2019. Kemudian pada taun 2016 berdasarkan 

dengan peraturan bupati No 71 Th 2016 diubah Namanya menjadi yang sekarang 

digunakan. Adapun visi dari instansi ini adalah untuk mewujudkan masyaraka tegal 

yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya dan berakhlak mulia. 

2.1.2 Struktur Instansi 

Berikut struktur organisasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

KabupatenTegal : 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Tegal 

2.1.3 Deskripsi Data 

1) Dokumen yang digunakan untuk pencatatan aset tetap Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal 

Pada proses pencatatan dan pengelolaan aset tetap Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal, terdapat beberapa dokumen yang digunakan, 

yaitu data insert excel yang formatnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan 

pelaporan. Format insert excel ini yang kemudian akan diberikan kepada 

pengurus barang sekolah 
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Gambar 2.2 Format Insert 

Gambar 2.3 Format Insert 
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Gambar 2.4 Daftar Kode Barang 

Gambar 2.5 Daftar Kode Barang 108 
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Gambar 2.7 Daftar Kode Barang 2 

Gambar 2.6 Daftar Kode Barang 
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2) Prosedur pencatatan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal 

 

Gambar 2.8 Prosedur Pengelolaan Aset 

3) Daftar asset tetap  

Berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi 

maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal mengklasifikasikan 

pencatatan aset yaitu: Tanah dicatat dalam KIB A, Peralatan dan mesin di catat 

dalam KIB B, Gedung dan bangunan di KIB C, Jalan, irigasi dan jaringan pada 

KIB D, dan Aset tetap lainnya di catat dalam KIB E 

2.2. Aktivitas Magang 

2.2.1 Tempat Magang 
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Praktik pelaksanaannya program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Berikut ini 

informasi mengenai tempat pelaksanaan magang: 

Nama Instansi  : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

Alamat Instansi : Jl. Gajah Mada No.2, Prenam, Kalisapu, Kec. Slawi, 

Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52416 

Telepon : (0283) 491270 

Tempat Magang : Bagian Umum dan Kepegawaian 

2.2.2 Pelaksanaan Magang 

Pelaksanaan Program Magang berlangsung selama lima bulan yang terhitung 

sejak 14 Februari 2022 sampai dengan 18 Juni 2022. Jadwal masuk setiap hari Senin 

sampai Jumat mulai pukul 07.15 WIB sampai 16.15 WIB, namun untuk hari Jumat 

hanya sampai pukul 10.45 WIB. 

Pada bulan pertama pelaksanaan magang diawali dengan perkenalan job 

deskripsi di dalam Bagian Umum dan Kepegawaian,. Kemudian untuk hari – hari 

berikutnya saya diberikan tugas untuk pengelolaan asset dari dana bos pada Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tegal. Dalam 

pengelolaan asset tersebut menggunakan data excel yang formatnya sudah 

disesuaikan untuk pelaporan. Kemudian saya melakukan koreksi pada data insert 

tersebut barangkali terdapat kesalahan dalam pencatatan kode barang dan juga 

jumlah asset tetap yang dilaporkan tidak sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA). 
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Pada bulan kedua masih dengan tugas yang sama namun terdapat 

penambahan tugas seperti merekap data Daftar Nominasi Sementara (DNS) Peserta 

Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Tahun Pelajaran 2021/2022, merekap jadwal 

Work From Home (WFH) pegawai Maret 2022. Penambahan tugas – tugas tersebut 

merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi saya karena selain menambah 

wawasan dalam berbagai aspek juga melatih tingkat kefokusan saya dalam 

mengerjakan sangat dibutuhkan. 

Pada bulan ketiga tugas yang saya kerjakan masih sama dengan bulan-bulan 

sebelumnya, namun ada beberapa tambahan tugas seperti menyusun SPJ Kegiatan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 

2022 (Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya), menyusun SPJ 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2022 (Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya). 

Pada bulan keempat dan kelima tugas yang diberikan masih sama seperti 

pada bulan ketiga yaitu menyusun SPJ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, dan juga beberapa 

tugas tambahan seperti menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 

2022, membantu pencatatan biaya pengeluaran untuk perbaikan Aset, dan juga 

pencatatan sertifikat tanah. 
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BAB III 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Pada pengelolaan suatu instansi, permasalahan merupakan hal yang tidak 

akan bisa dihindari. Namun, keberadaan dari suatu permasalahan ini mampu 

menjadikan evaluasi yang berguna bagi instansi untuk melakukan perbaikan 

dikemudian hari. Permasalahan yang ada dapat muncul dari berbagai aspek, seperti 

teknis atau mungkin dari sistem internal anggotanya. Tidak dapat dipungkiri, dalam 

instansi ini yang sudah cukup lama berdiri dan sudah memiliki sistem yang 

terstrukturpun masih menjumpai permasalahan. Dalam hal ini penulis memaparkan 

identifikasi permasalahan berdasarkan hasil survei yang didapatkan. Permasalahan-

permasalahan tersebut yaitu : 

3.1 Identifikasi Masalah Pada Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Proses penatausahaan aset tetap terdiri dari 3 (tiga) siklus yaitu Pembukuan, 

Inventarisasi, dan Pelaporan. Pembukuan dilakukan dengan cara melakukan 

pencatatan aset sesuai dengan penggolongaan dan kodefikasi. Setelah proses 

pembukuan dilakukan, maka proses selanjutnya adalah inventarisasi. Proses 

Inventarisasi ini bertujuan untuk perhitungan, pengaturan data aset. Proses 

pelaporan ini dilakukan oleh pengelola barang sekolah kepada pengurus barang 

instansi. Pada proses penatausahaan inilah sering kali menemukan masalah. 

Permasalahan tersebut yaitu terjadinya kesalahan kodefikasi, perbedaan 

penggunaan format, dan perbedaan jumlah anggaran yang dilaporkan dengan 

anggaran yang sudah direalisasikan. Adanya permasalahan-permasalahan ini 
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mengakibatkan keterlambatan pelaporan aset tetap instansi kepada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal. 

3.2 Identifikasi Masalah Pada Kodefikasi Data Aset Tetap  

Pada proses penatausahaan aset tetap khususnya aset tetap sekolah, instansi 

telah melakukan sosialisasi kepada koordinator pengurus barang kecamatan atau 

biasa di sebut dengan KWK. Dalam sosialisasi tersebut Pengurus Barang instansi 

sudah menjelaskan mengenai kodefikasi barang yang akan digunakan, dan juga 

telah memberikan daftar kode barang yang dapat digunakan sebagai acuan 

pengurus barang sekolah untuk melakukan pembukuan aset tetapnya. Namun dalam 

pelaksanaannya masih banyak ditemukan pengurus barang sekolah yang salah 

dalam melakukan pencatatan kodefikasi aset tetap. Adapun kesalahan-kesalahan ini 

biasanya terjadi karena banyaknya jenis aset tetap, contohnya yaitu berbagai macam 

jenis buku yang ada membuat kodefikasinya juga berbeda. Faktor lain yang menjadi 

penyebab kesalahan ini adalah ketidaktelitian pengelola barang sekolah dalam 

menginput data aset. 

3.3 Identifikasi Masalah Pada Format Pelaporan Aset Tetap Pengelola 

Barang Sekolah Kepada Pengurus Barang Instansi 

Pada penatausahaan aset tetap instansi telah menyediakan format untuk 

pencatatan data aset dalam bentuk Microsoft Excel. Format pencatatan ini tentunya 

telah disesuaikan dengan format yang diperlukan. Instansi juga telah melaksanakan 

sosialisasi kepada pengelola barang sekolah dan koordinator masing-masing 

kecamatan. Adanya kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyeragamkan 
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penggunaan format pencatatan aset sekolah. Namun sosialisasi yang dilaksanakan 

tersebut masih kurang maksimal, hal ini terbukti dalam pelaksanaannya masih 

banyak pengelola barang sekolah yang melakukan pencatatan aset dengan format 

yang berbeda. Perbedaan ini tentu akan membuat pengelola barang instansi harus 

melakukan pencatatan ulang terhadap data aset tersebut. Adapun penyebab 

permasalahan ini adalah pihak pengelola barang sekolah yang tidak menghadiri 

kegiatan sosialisasi, koordinator pengelola barang dari masing-masing kecamatan 

yang tidak meneliti kembali, selain itu seringkali terjadi pergantian pengurus barang 

sekolah yang menyebabkan tidak tahunya format yang harus dipakai. Ketidak 

efektifan waktu karena permasalahan ini membuat proses pembukuan aset tetap 

menjadi lama. 

3.4 Identifikasi Masalah Pada Pelaporan Pengeluaran Anggaran Aset Tetap 

Sekolah  

Pelaporan pengeluaran anggaran aset tetap sekolah harus dilaporkan kepada 

instansi setiap enam bulan sekali atau per semester. Proses pelaporan ini dilakukan 

oleh pengelola barang sekolah dan bendahara sekolah kepada koordinator pengelola 

barang masing-masing kecamatan. Anggaran yang dikeluarkan oleh sekolah harus 

sama dengan laporan realisasi anggaran yang sudah digunakan. Namun dalam 

pelaksanaanya masih banyak terjadi ketidaksesuaian jumlah anggaran yang 

dilaporkan oleh pengelola barang sekolah dengan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA). Penyebab ketidaksesuaian anggaran yang dilaporkan oleh pengelola barang 

sekolah adalah kesalahan dalam menginput data aset seperti terjadinya double entri, 

atau kesalahan pencatatan anggaran contohnya anggaran yang sudah termasuk 
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pajak kemudian di input kembali dengan menghitung pajaknya lagi. Terjadinya 

perbedaan tersebut membuat pengelola barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal harus melakukan konfirmasi ulang dengan pengelola barang 

sekolah, yang membuat proses pembukuan menjadi lama.Pelaporan pengeluaran 

anggaran aset tetap sekolah harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal setiap enam bulan sekali atau per semester. Proses 

pelaporan ini dilakukan oleh pengelola barang sekolah dan bendahara sekolah 

kepada koordinator pengelola barang masing-masing kecamatan, yang kemudian di 

sampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Anggaran yang 

dikeluarkan oleh sekolah harus sama dengan laporan realisasi anggaran yang sudah 

digunakan. Namun dalam pelaksanaanya masih banyak terjadi ketidaksesuaian 

jumlah anggaran yang dilaporkan oleh pengelola barang sekolah dengan Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA). Penyebab ketidaksesuaian anggaran yang dilaporkan 

oleh pengelola barang sekolah adalah kesalahan dalam menginput data aset seperti 

terjadinya double entri, atau kesalahan pencatatan anggaran contohnya anggaran 

yang sudah termasuk pajak kemudian di input kembali dengan menghitung 

pajaknya lagi. Terjadinya perbedaan tersebut membuat pengelola barang Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal harus melakukan konfirmasi ulang 

dengan pengelola barang sekolah, yang membuat proses pembukuan menjadi lama. 
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BAB IV 

KAJIAN PUSTAKA 

4.1 Definisi Akuntansi 

Adapun pengertian asset berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan 

Keputusan Menteri Keuangan adalah barang yang dibeli atas beban APBN/APBD 

atau dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan pengertian-pengertian asset yang 

ada dapat disimpulkan bahwa asset adalah barang inventaris yang diserahkan oleh 

pemerintah melalui dinas untuk memperlancar urusan dinas atau instansi yang 

penggunaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

4.2 Pengertian Aset Tetap 

Menurut Purba (2013:2) dalam (Cahya, 2020)  aset tetap adalah keayaan yang 

dimiliki oleh suatu instansi dalam bentuk fisik yang dapat memberikan manfaat 

terhadap instansi lebh dari satu periode akuntansi. 

4.3 Tahap-Tahap Penatausahaan Aset Tetap 

Berdasarkan permendagri No 71 Tahun 2021 ini dijelaskan mengenai 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pembukuan, inventarisasi, 

maupun pelaporan. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu : 
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1) Pembukuan 

 

Gambar 4.1 Siklus Pembukuan Barang Milik Daerah 

2) Inventarisasi 

 

Gambar 4.2 Siklus Inventarisasi Barang Milik Daerah 
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3) Pelaporan 

 

Gambar 4.3 Siklus Pelaporan Barang Milik Daerah 
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BAB V 

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

 

Tabel 5.1 : Metode Pengumpulan dan Analisis Data 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

6.1 Pembahasan 

6.1.1 Pembahasan Terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Siklus penatausahaan aset tetap berdasarkan hasil analisis data dan 

wawancara dengan pengurus barang dan pengelola barang, telah menjalankan 14 

siklus dari 15 siklus pembukuan, 2 siklus dari 2 siklus inventarisasi, dan 2 siklus 

dari 2 siklus pelaporan penatausahaan aset tetap yang ada pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. 

Siklus penatausahaan yang dijalankan oleh instansi yaitu: 

1) Pembukuan 

 

Gambar 6.1 Siklus Pembukuan   
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a) Perolehan/Penerimaan 

Perolehan atau penerimaan Barang Milik Daerah yang ada diperoleh 

dari pengadaan barang APBD, hibah atau sumbangan, mutasi, DAK, dan 

Dana Komite. Pembukuan atas perolehan/penerimaan dilakukan setiap 

terjadinya transaksi dan dilengkapi dengan dokumen yang dapat di 

pertanggungjawabkan. 

b) Penggunaan 

Penggunaan BMD digunakan oleh pengguna barang dan kuasa 

pengguna barang. Pada instansi BMD yang digunakan oleh Kuasa 

Pengguna Barang biasanya digunakan oleh masing-masing sekolah. 

c) Penerimaan Internal 

Penerimaan internal pengguna barang dilakukan terhadap 

penerimaan BMD dalam satu Pengguna Barang berdasarkan berita acara 

serah terima. 

d) Pengeluaran Internal 

Pembukuan atas pengeluaran internal pengguna barang dilakukan 

terhadap pengeluaran BMD dalam satu pengguna barang dan berdasarkan 

berita acara serah terima. 

e) Pemanfaatan 

Pemanfaatan BMD dilakukan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai. 

Sewa atas BMD biasanya digunakan oleh pihak lain (bukan instansi 

pemerintah), contoh sewa Kantin. Kemudian untuk pinjam pakai digunakan 
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oleh instansi pemerintah, contoh Bangunan Gudang yang sekarang di 

pinjam pakai oleh Dinas Damkar. 

f) Reklasifikasi 

Reklasifikasi biasanya disebabkan karena kesalahan pencatatan 

dalam penggolongan kodefikasi yang akan berpengaruh pada kelompok 

barang, kemudian reklasifikasi juga biasanya dilakukan ketika akun yang 

dipakai pada belanja modal, contoh ketika ada barang yang seharusnya 

masuk ke akun belanja jasa tetapi masuk ke akun belanja modal. Kesalahan 

dalam input data aset ini biasaya terjadi oleh pengurus barang pada masing-

masing sekolah. 

g) Koreksi 

Koreksi biasanya terjadi pada koreksi nilai, koreksi pencatatan 

ganda, dan koreksi lainnya. Ketiga koreksi ini sering terjadi pada input data 

aset di excel oleh pengelola barang sekolah. Insert data excel merupakan 

pencatatan yang harus dilakukan oleh masing-masing sekolah terhadap aset 

tetapnya yang kemudian nanti akan di input ke dalam sistem SIMDA. 

Kemudian untuk koreksi nilai biasanya sering terjadi pada perbedaan total 

jumlah dari anggaran aset yang dipakai dengan Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA), hal ini terjadi karena kesalahan pencatatan oleh pengelola barang 

dari masing-masing sekolah, seperti kesalahan pencatatan yang seharusnya 

sudah termasuk pajak tetapi dicatat tanpa pajak. Koreksi lainnya yang sering 

terjadi adalah ketidaksesuaian format pencatatan.  

h) Penambahan Masa Manfaat 
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Pembukuan BMD atas penambahan masa manfaat atau kapasitas 

manfaat biasanya dilakukan apabila terdapat biaya pengeluaran karena 

perbaikan terhadap BMD yang dapat menambah masa manfaat. 

i) Persediaan 

Persedian dicatat menggunakan metode perpetual.atau setiap terjadi 

transaksi penerimaan. 

j) Pemeliharaan 

Pemeliharaan atas BMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal dilakukan secara rutin pada kartu pemeliharaan. 

k) KIR 

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) merupakan daftar BMD yang 

digunakan untuk mencatat BMD yang ada di ruangan yang terdiri dari 2 

rangkap. Rangkap pertama ditempel pada ruangan, kemudian untuk rangkap 

kedua akan disimpan sebagai arsip. 

l) Pengamanan 

Pengamanan BMD dilakukan terhadap pengamanan administrasi 

atas penggunaan BMD. 

m) Penghapusan 

Penghapusan BMD dilakukan setelah ada keputusan dari pejabat 

yang memiliki kewenangan. 

n) KIBAR 

Kartu Indentitas Barang (KIBAR) merupakan pembukuan dari 

kegiatan transaksi yang terjadi pada setiap BMD. 
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2) Inventarisasi 

 

 

Gambar 6.2 Siklus Inventarisasi 

a) Pelaksana dan Objek Inventarisasi 

Pelaksana Inventarisasi BMD dilaksanakan oleh Pengguna Barang 

dan Pengelola Barang. Adapun untuk objek inventarisasi meliputi 

persediaan, tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, 

jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud, konstruksi 

dalam pengerjaan. 

b) Tahapan Inventarisasi 

Tahapan inventarisasi yang dilakukan adalah: persiapan, 

pelaksanaan, pelaporan atas hasil dari inventarisasi, dan selanjutnya adalah 

tindak lanjut hasil inventarisasi. 
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3) Pelaporan  

 

Gambar 6.3 Siklus Pelaporan  

a) Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan atas BMD dilakukan oleh Kuasa Pengguna 

Barang yang kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang. Laporan ini 

biasanya dilakukan satu bulan sekali, namun untuk sekolah dilakukan tiga 

bulan sekali. 

b) Rekonsiliasi 

Rekonsiliasai dalam pelaporan BMD biasanya dilakukan oleh 

bidang Umum dan Kepegawaian dengan Bidang Keuangan sebelum 

dilaporkan ke Bidang Aset Kabupaten Tegal.  
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6.1.2 Pembahasan Terhadap Kodefikasi Data Aset Tetap 

Kesalahan kodefikasi dan penggolongan dalam menginput data aset 

merupakan salah-satu permasalahan yang terjadi dalam pembukuan aset tetap 

sekolah. Dalam melakukan pembukuan aset tetap instansi telah memberikan daftar 

kode barang yang berisi kodefikasi dan penggolongan aset tetap. Daftar kode 

barang tersebut menjadi acuan pengelola barang sekolah dalam melakukan 

pembukuan aset tetap. 

Permasalahan kodefikasi yang sering terjadi pada penginputan kodefikasi 

buku. Banyaknya jenis buku yang ada membuat kodefikasi nya juga berbeda. 

Penyebab dari permasalahan kodefikasi dalam menginput data aset adalah 

pengelola barang sekolah yang kurang teliti dalam melakukan input data. Hal ini 

juga sering kali disebabkan oleh adanya pergantian pengelola barang sekolah. 

Pergantian pengelola barang yang lama dikarenakan dipindah tugaskan atau hal lain 

menjadikan pengelola barang yang baru harus dapat beradaptasi dengan cepat 

dalam memahami pembukuan aset tetap terutama dalam melakukan kodefikasi atau 

penggolongan aset. Hal lain yang menjadi penyebab dalam permasalahan ini adalah 

koordinator pengelola barang dari masing-masing kecamatan yang tidak meneliti 

kembali terkait kodefikasi yang di catat oleh pengelola barang sekolah.  

6.1.3 Pembahasan Terhadap Format Pelaporan Aset Tetap Pengelola 

Barang Sekolah Kepada Pengurus Barang Instansi 

Permasalahan penggunaan format dalam melakukan pembukuan aset tetap 

juga terjadi pada pembukuan aset tetap sekolah. Sebelum melakukan input data aset 
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ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan terlebih dahulu melakukan pencatatan aset melalui format excel yang 

telah dibuat oleh BPKAD bidang aset Kabupaten Tegal. Pembuatan format excel 

tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam menginput data di SIMDA 

nanti.  

Dalam pelaksanaan pembukuan aset tetap menggunakan format excel ini 

pengelola barang dari sekolah sering kali menggunakan format yang berbeda. 

Perbedaan format ini membuat pengelola barang instansi harus melakukan 

pencatatan ulang. Hal ini tentu akan memakan waktu yang lama dalam proses 

pembukuan aset tetap. Permasalahan dalam perbedaan penggunaan format ini 

disebabkan karena pengelola barang yang tidak menghadiri sosialisasi mengenai 

proses pembukuan aset tetap yang diadakan dan juga seringnya pergantian 

pengurus pengelola barang sekolah dari yang lama ke yang baru.  

6.1.4 Pembahasan Terhadap Pelaporan Pengeluaran Anggaran Aset Tetap 

Sekolah 

Permasalahan perbedaan pengeluaran anggaran juga seringkali terjadi pada 

proses pembukuan aset tetap sekolah. Sebelum melakukan pembukuan aset tetap 

pada excel, setiap sekolah sudah membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

mereka, yang kemudian akan dilakukan pembukuan setiap enam bulan sekali. 

Dalam pembukuan ini laporan anggaran yang mereka buat harus sesuai dengan 

Laporan Realisasi Anggaran yang sudah digunakan. Namun dalam pelaksanaannya 

masih banyak sekolah yang membuat laporan anggaran yang berbeda dengan 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 
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Perbedaan laporan anggaran ini terjadi karena ketidaktelitian pengelola 

barang sekolah dalam melakukan pencatatan data aset. Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi, perbedaan antara laporan anggaran yang di catat dengan 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah kurangnya pencatataan data aset, 

terjadinya pencatatan ganda, dan kesalahan pencatatan yang seharusnya dilaporkan 

di semester dua tetapi di catat di laporan semester pertama. Kesalahan-kesalahan 

tersebut yang mengakibatkan perbedaan jumlah anggaran yang dilaporkan sekolah 

dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sudah mereka gunakan. 

Perbedaan jumlah anggaran ini membuat pengelola barang instansi harus 

melakukan konfirmasi ulang dengan pengelola barang sekolah. Konfirmasi ulang 

ini tentu akan membuat proses pembukuan aset tetap menjadi lama. Adanya 

permasalahan ini juga akan membuat keterlambatan proses pelaporan aset tetap. 

 

Gambar 6.4 Contoh Kesalahan Perbedaan Format (Tidak ada Kode Provinsi) 
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Gambar 6.5 Contoh Kesalahan Kodefikasi 

 

  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut solusi yang 

direkomendasikan dalam penelitian ini adalah dengan membuat SOP dalam proses 

pembukuan aset tetap terutama pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tegal. 

Adapun SOP tersebut yaitu: 

Gambar 6.6 Contoh Perbedaan Laporan Anggaran dengan LRA 
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Gambar 6.7 Bagan Alir Rekomendasi Penatausahaan Aset 

Bagan alir rekomedasi penatausahaan aset tetap sekolah dimulai dari: 

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang membuat daftar 

pejabat pengelola barang sekolah dan koordinator masing-masing 

kecamatan 

2) Koordinator kecamatan melakukan pengawasan terhadap pencatatan aset 

yang dilakukan oleh pengelola barang sekolah 

3) Koordinator kecamatan juga harus melakukan pengawasan terhadap 

pergantian pengelola barang sekolah 
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4) Apabila terjadinya pergantian pengelola barang sekolah maka koordinator 

harus segera melakukan koordinasi dengan pengelola barang yang baru. 

Namun apabila tidak terjadi pergantian pengelola maka lanjut ke tahap 

berikutnya 

5) Selanjutnya koordinator kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap 

laporan dari masing-masing sekolah. Adapun pemeriksaan tersebut meliputi 

penggunaan format, kodefikasi, dan kesesuaian anggaran yang dilaporkan 

dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

6) Apabila laporan tersebut tidak sesuai maka koordinator harus menyerahkan 

laporan tersebut kepada pengelola barang sekolah untuk segera dilakukan 

perbaikan 

7) Tahap selanjutnya setelah semua laporan sudah dilakukan perbaikan, maka 

kordinator membuat rekapitulasi laporan dari masing-masing sekolah 

8) Setelah semua direkap kemudian koordinator harus menyerahkan laporan 

tersebut kepada pengelola barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal 

9) Pengelola barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal akan 

melakukan rekap laporan sekolah dari masing-masing kecamatan yang 

sudah diserahkan oleh koordinator pengelola barang kecamatan 

10) Setelah semuanya sudah di rekap maka pengelola barang Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal akan melaporkan kepada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal. 
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Adanya bagan alir tersebut diharapkan dapat menjadi fokus utama pada 

pembukuan aset tetap sekolah, sehingga dalam pelaksanaan semua pihak yang 

berkaitan dapat bertanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian perlu adanya 

konsistensi yang baik dari pengelola barang sekolah, koordinator pengelola barang 

kecamatan, dan pengelola barang instansi agar proses tersebut berjalan baik dan 

maksimal.  

Solusi lain yang dapat diterapkan yaitu dengan mengubah pembukuan aset 

tetap sekolah yang di lakukan oleh pengelola barang yang pada awalnya masih 

menggunakan input manual di Microsoft Excel diubah menggunakan penginputan 

pada sebuah sistem. Adapun sistem tersebut dapat berupa pembuatan aplikasi yang 

mudah untuk diakses dan dipelajari oleh pengelola barang sekolah atau bisa disebut 

dengan sistem yang user friendly. Pembuatan sistem yang mudah digunakan ini 

bertujuan untuk mempermudah pengelola barang dalam melakukan input data, 

mengingat bahwa sering terjadinya pergantian pengelola barang sekolah membuat 

pengelola barang yang baru harus bisa mengoperasikan sistem tersebut. Adanya 

sistem ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya 

kesalahan-kesalahan dalam menginput data aset. Proses pengawasan terhadap 

pencatatan aset tetap sekolah juga dapat dilakukan oleh koordinator pengelola 

barang masing-masing kecamatan dengan mudah, bahkan pengelola barang instansi 

juga dapat mengawasi proses pencatatan tersebut dengan mudah. 

Sosialisasi secara intensif mengenai pembukuan aset tetap kepada pengelola 

barang sekolah maupun koordinator pengelola barang kecamatan juga sangat 

diperlukan. Adanya sosialisasi yang intensif ini untuk meminimalisir terjadinya 
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kesalahan dalam proses pembukuan aset tetap. Kemudian adanya peningkatan 

koordinasi yang baik antara pengelola barang sekolah dengan koordinator 

pengelola barang kecamatan maupun koordinator pengelola barang kecamatan 

dengan pengelola barang instansi juga diperlukan untuk menghindari terjadinya 

hilangnya komunikasi, sehingga proses pembukuan aset tetap dapat berjalan 

dengan baik. 

 

  

Gambar 6.8 Contoh Gambaran Aplikasi Pencatatan Aset Tetap Sekolah 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penatausahaan aset tetap pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, dapat disimpulkan: 

1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal telah menjalankan 14 

siklus pembukuan dari 15 siklus, 2 siklus inventarisasi, dan 2 siklus 

pelaporan yang ada pada Permendagri No 47 Tahun 2021. Kemudian untuk 

2 siklus inventarisasi yaitu: pelaksana objek inventarisasi dan tahapan 

inventarisasi. Pada siklus pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal juga melaksanakan 2 siklus yaitu: penyusunan pelaporan 

dan rekonsiliasi. 

2) Pada proses pembukuan aset tetap sekolah sering terjadinya kesalahan 

kodefikasi atau penggolongan dalam menginput data aset. Adapun 

kesalahan tersebut terjadi karena pengelola barang yang kurang teliti dalam 

melakukan input data. Kesalahan ini juga sering disebabkan karena 

terjadinya pergantian pengurus barang.  

3) Permasalahan selanjutnya adalah perbedaan format yang digunakan dalam 

melakukan pembukuan aset tetap sekolah. Perbedaan format ini disebabkan 

karena pengelola barang yang tidak menghadiri sosialisasi terkait 

pembukuan aset tetap yang diadakan. 
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4) Perbedaan anggaran yang dilaporkan dengan Laporan Realisasi Anggaran 

aset tetap sekolah juga juga menjadi salah-satu permasalahan dalam proses 

pembukuan. Permasalahan ini terjadi karena pengelola barang yang salah 

dalam menginput data aset dan sering terjadinya double entri atau 

kurangnya penginputan data aset, selain itu terjadinya salah input data 

contohnya data semester kedua dicatat di semester pertama dalam melaukan 

pencatatan. Tidak dilakukan pengecekan kembali oleh koordinator 

pengelola barang kecamatan juga menjadi penyebab dari permasalahan ini. 

7.2 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini terhadap permasalahan-

permasalahan yang terjadi yaitu: 

1) Diperlukan SOP dan pelaksanaannya yang baik sehingga dapat menjadi 

fokus utama pada pembukuan aset tetap pada setiap sekolah. 

2) Mengubah pembukuan aset tetap sekolah yang di lakukan oleh pengelola 

barang yang pada awalnya masih menggunakan input manual di Microsoft 

Excel diubah menggunakan penginputan pada sebuah sistem. Adapun 

sistem tersebut dapat berupa pembuatan aplikasi yang mudah untuk diakses 

dan dipelajari oleh pengelola barang sekolah atau bisa disebut dengan 

sistem yang user friendly. 

3) Perlu adanya sosialisasi intensif kepada pengelola barang dan koordinator 

pengelola barang dari masing-masing kecamatan mengenai permasalahan-

permasalahan yang sering terjadi. 
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4) Peningkatan koordinasi antara koordinator pengelola barang dari masing-

masing kecamatan dengan pengelola barang sekolah maupun koordinator 

pengelola barang kecamatan dengan pengelola barang instansi. Adanya 

koordinasi yang baik tentu akan meminimalisir terjadinya kesalahan-

kesalahan pada penginputan data aset dan menghindari terjadinya hilang 

komunikasi apabila terdapat pergantian pengurus barang dari sekolah. 

Karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pergantian 

pengurus barang di sekolah sering kali terjadi. 

Rekomendasi untuk instansi terhadap peserta magang dan staf yaitu: 

1) Upaya meningkatkan budaya kerja sama tim sehingga menjadi lebih solid 

untuk performa terbaik. 

Rekomendasi yang perlu diperbaiki oleh program studi, yaitu: 

1) Upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan barang 

milik daerah. 

 

  



 
 

39 
 

BAB VIII 

REFLEKSI DIRI 

8.1 Sikap Positif yang bermanfaat terhadap pekerjaan selama magang  

Adapun ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan kemudian diterapkan 

ketika magang yaitu:  

1) Kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Office yang diperoleh 

selama menempuh perkuliahan mata kuliah ICT For Academic Purposes 

yang dapat menunjang dalam melakukan pekerjaan selama magang. 

2) Adanya mata kuliah perilaku organisasi menjadi lebih mudah dalam 

beradaptasi terhadap perbedaan latar belakang dan kepribadian karyawan 

serta dapat bekerja dalam tim. 

3) Selama melakukan magang MBKM senantiasa menumbuhkan hubungan 

yang baik dengan sesama rekan magang dan para ASN untuk mewujudkan 

pribadi akhlakul karimah. 

8.2 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Soft Skill 

Berikut manfaat yang diperoleh ketika melaksanakan magang di Dinas 

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terhadap soft skill yaitu: 

1) Meningkatkan kemampuan bekerja secara tim 

2) Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik meskipun berada dibawah 

tekanan 

3) Meningkatkan skill dalam berkomunikasi dan rasa percaya diri 

4) Lebih mudah dan terlatih dalam memecahkan permasalahan-permasalahan 

yang ada 
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5) Manajemen waktu menjadi lebih baik 

8.3 Manfaat Magang Terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif 

Berikut manfaat yang diterima selama magang di Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal terhadap kemampuan kognitif yaitu: 

1) Lebih tertarik dan meningkatnya rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru. Hal 

ini terjadi karena adanya dorongan sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas. 

2) Meningkatkan kemampuan dalam memperhatikan menjadi lebih baik dan 

fokus. Selama melaksanakan kegiatan magang selalu berupaya untuk fokus 

terhadap tugas yang diberikan sehingga informasi yang diberikan untuk 

menyelesaikan tugas tersebut akurat. 

3) Ingatan menjadi lebih tajam. Selama mendapatkan arahan untuk 

menyelesaikan tugas dan diberikan kesempatan untuk mempraktikkan 

secara langsung, dengan begitu kemampuan mengingat sangat diperlukan. 

8.4 Faktor Kesuksesan Pengalaman Magang 

Adapun faktor kesuksesan yang telah di terapkan diantaranya yaitu: 

1) Bekerja dengan teliti dan hati-hati. 

2) Disiplin dan berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 

3) Membuat skala prioritas sehingga dapat membedakan antara yang lebih 

penting dengan yang kurang penting. 

4) Selalu mengatur strategi kegiatan setiap hari untuk menunjang dan 

mencapai kesuksesan di kemudian hari. 
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5) Mencari lingkungan yang berkualitas agar dapat mendukung tujuan dalam 

meraih kesuksesan. 

8.5 Rencana Perbaikan dan Pengembangan 

Rencana perbaikan dan pengembangan diri: 

1) Meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Office, hal ini 

dikarenakan selama membantu dalam mengerjakan tugas hampir semua 

mengoperasikan Microsoft Office. Dengan kemampuan yang baik tentu 

akan mendukung dalam melakukan pekerjaan yang diberikan nantinya. 

2) Meningkatkan keterampilan komunikasi menjadi lebih baik. Selama 

melaksanakan kegiatan magang komunikasi menjadi hal yang sangat 

penting terutama dalam menyampaikan informasi sehingga informasi 

tersebut dapat disampaikan dengan baik dan benar. 
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